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ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan umum, yang menyatakan  bahwa, Tugas dan

wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan

Bupati/Walikota meliputi menyusun dan menetapkan
pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan
bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gianyar ini adalah: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat Il  dalam Wilayah
Daerah - daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 1655), Undang-undang nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246,
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintan  Pengganti  Undang-
Undang Nomor 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara



CATATAN

Republik Indonesia Nomor 5898), Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan  Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia ~ Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur,  Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota, Peraturan Komisi  PemilihanUmum Nomor 1 Tahun 2017
tentang  Tahapan, Program  dan Jadwal . Penyelenggaraan
Pemilihan  Gubernur  dan Wakil Gubernur,  Bupati dan Wakil
Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil =~ Walikota Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818).

: Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

Nomor 456 /PP.05.3/Kpt/5104/KPU.Kab/X/2017 diatur tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Gianyar Tahun 2018.

- Keputusan Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini berlaku sejak

tanggal 30 Oktober 2017.

- Lampiran 13 Halaman.



